BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengawasan dalam Penyelenggaraan Apotek di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul.

1. Pengaturan Pengawasan Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan pada Pasal 28

menjelaskan:

a. Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pelayanan kesehatan.

b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ayat (1)
dilaksanakan melalui tenaga pengawas, pemberian bimbingan,

supervisi, konsultasi dan kegiatan pemberdayaan lain.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah pihak yang berkompeten
langsung dalam proses pengawasan penyelenggaraan apotek terutama di
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, karena Dinas Kesehatan adalah
pihak yang bertugas dalam menjalankan kebijakan regulasi dari peraturan—

peraturan pemerintah terhadap penyelenggaraan apotek.

Bagian dalam Dinas Kesehatan yang menjalankan regulasi dijalankan

olen Seksi Regulasi Kesehatan yang mempunyai bidang di Sumber Daya
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Kesehatan. Semua Kegiatan mengenai apotek dijalankan oleh seksi tersebut
dan dalam prosesnya selalu meminta persetejuan Kepala Dinas Kesehatan
sebelum menjalankan tugasnya masing-masing. Setiap pengawasan yang
dilakukan di monitor oleh kepala dinas baik langsung maupun tidak langsung
agar tidak terjadi kesalahan pada saat menjalankan pengawasan kepada setiap

apotek yang ada di Kabupaten Bantul.

Tanggung jawab yang dimiliki seorang kepala dinas tentulah besar,
disamping perlu memiliki kebijaksanaan, juga perlu memiliki jiwa
kepemimpinan yang besar untuk mengolah semua kegiatan terutama di bidang
kesehatan yang tentu merupakan hal yang wajib bagi setiap masyarakat untuk
mendapat hak dalam hal kesehatan. Tentu hal itu membuat pekerjaan rumah
yang banyak bagi dinas kesehatan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga
dengan baik dan pemerintah tetap dapat mengakomodir kebutuhan setiap
warganya dengan menyiapkan sarana- sarana penunjang kesehatan yang salah

satunya adalah apotek.

Peranan luar biasa yang diberikan terhadap apotek tentulah
mempunyai tanggung jawab yang besar juga dari pengelola apotek, untuk
selalu memberikan pelayanan terbaik dan memberikan bantuan akan obat-
obatan dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Peluang yang bagus tersebut
seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum apotek untuk meraup
kentungan semata tanpa memikirkan aspek-aspek penunjang kesehatan yang
menjadi dasar patokan penyelenggaraan apotek, sehingga perlu adanya sebuah

pengawasan lanjutan yang diberikan oleh dinas kesehatan untuk menekan
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angka pelanggaran terhadap penyelenggaraan kegiatan apotek di Kabupaten

Bantul.

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten

Bantul

Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan
penerapan regulasi dalam pengawasan penyelenggaraan apotek di Kabupaten
Bantul mempunyai kebijakan mengenai bagaimana pengawasan yang
dilakukannya berdasarkan apa yang ada di dalam Peraturan Daerah yang
mengatur mengenai penyelenggaraan apotek. Kebijakan pengawasan
penyenggaraan apotek yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

ada 3 (tiga), yaitu:

a. Pengawasan Pembinaan

Pengawasan pembinaan yaitu proses pengawasan yang dijalankan
rutin setiap setahun sekali dengan mengundang berbagai pihak yang
berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan apotek. Pihak—
pihak tersebut antara lain yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perijinan, Satpol
PP, Organisasi Profesi 1Al ( Ikatan Apoteker Indonesia), BBPOM ( Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan), dan dari semua Pengelola Apotek
yang tersebar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Semua pihak yang terkait tersebut dikumpulkan bersama-sama
dalam ruangan untuk membahas pelaksanaan dari penyelenggaraan

apotek yang dilakukan oleh seluruh pengelola apotek. Di dalamnya juga
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membahas mengenai isu—isu terbaru dalam bidang penyediaan obat-
obatan yang ada di pasaran yang diedarkan oleh apotek—apotek yang ada,
guna memberitahukan dan menjelaskan mengenai adanya obat—obatan
yang mungkin sudah tidak ada ijin edar ataupun obat—obatan yang telah
teruji berbahaya untuk di edarkan luas di masyarakat.

Hal-hal yang dibahas dalam pengawasan pembinaan terdapat
beberapa materi yang di dalamnya berisi mengenai unsur—unsur dari
penyelenggaraan apotek yaitu berupa kewajiban yang harus dipenuhi
pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan apotek.

Dalam materi yang dimasukkan dalam pengawasan pembinaan
tersebut Dinas Kesehatan secara khusus meminta kepada seluruh
pengelola apotek tersebut untuk selalu memberikan laporan secara rutin
kepada pihak terkait guna kelancaran kegiatan apotek. Beberapa materi
yang terkait dalam pengawasan pembinaan itu meliputi laporan
penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika yang dilakukan
apotek, selain itu juga berisi materi laporan yang harus diberikan berupa
keabsahan para tenaga farmasi yang bekerja di tempat tersebut, apakah
sudah memenuhi standar dengan memiliki surat ijin atau belum.

Laporan Narkotika dan Psikotropika dalam pengawasan meliputi
standar dalam penyelenggaraan apotek dalam proses peredaran narkotika
dan psikotropika apakah sudah memenuhi unsur yang ditentukan dalam
SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Narkotika Psikotropika). Di

Indonesia peredaran narkotika dan psikotropika sudah diatur di dalam
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Undang-Undang sehingga apabila terjadi sebuah pelanggaran dalam
peredarannya di apotek bukan saja mendapatkan sebuah sanksi
administrasi dari instansi terkait penyelenggaraan apotek namun juga
dapat dipidanakan karena telah melanggar peraturan yang berlaku.

Saat peredaran obat-obatan yang mengandung narkotika dan
psikotropika lewat apotek dapat di minimalisir, masyarakat juga yang
merasakan dampaknya. Selain anak bangsa dapat terbebas dari penyalah
gunaan obat-obatan terlarang, juga dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat akan peran pentingnya apotek yang sesungguhnya yang tetap
menjalankan kegiatan benar-benar untuk kegiatan yang berhubungan
mengenai kesehatan secara professional dengan mengedarkan obat-obatan
sesuai fungsinya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemudian laporan yang mengenai keabsahan dari tenaga farmasi
yang ada di apotek meliputi sudah terpenuhi atau belum para penanggung
jawab dari kegiatan apotek, diantaranya:

1) Apoteker Penanggung Jawab yang bertugas sebagai pengelola utama
apotek serta orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam
berdirinya apotek dari menyiapkan perlengkapan, tenaga farmasi,
obat— obatan dan menyiapkan perijinan kegiatan apotek.

2) Apoteker yang bertugas memberikan resep obat dan memberi
bantuan kepada pasien guna memilih jenis obat yang dibutuhkan
agar sesuai dengan kebutuhan pasien dalam masa penyembuhan dari

suatu penyakit. Apoteker ini adalah seseorang yang di pekerjakan
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oleh apotek untuk mengemban tugas yang diberikan apoteker
pengelola dalam menjalankan kegiatan di apotek.

3) Apoteker Pengganti atau apoteker pendamping yaitu seorang
apoteker yang menjadi apoteker cadangan dalam melaksanakan tugas
apoteker utama atau juga ikut membantu dalam melayani pasien
yang membutuhkan pertolongan. Seorang apoteker pendamping atau
pengganti tersebut juga diharuskan memiliki surat ijin sebagai
apoteker yang resmi, karena pekerjaan yang dilakukan juga
berhubungan langsung dalam memberikan obat-obatan yang sesuai
dengan yang diperlukan pasien.

4) Tenaga Kefarmasian yaitu seorang pembantu dalam kegiatan farmasi
yang berfungsi untuk membantu tugas dari apoteker dalam melayani
pertolongan permintaan obat pasien di apotek, karena terkadang
dalam kegiatan apotek, pasien yang membutuhkan obat terlalu
banyak. Seorang tenaga kefarmasian yang bukan apoteker tidak di
perbolehkan untuk ikut membuat racikan sebuah obat, karena tenaga
kefarmasian tidak memiliki basic kemampuan layaknya yang

dimiliki seorang apoteker.

Selain dari keabsahan tenaga farmasi yang dibutuhkan oleh apotek,
tenaga kefarmasian tersebut juga harus memiliki surat ijin apoteker.
Tanpa surat ijin apoteker tentu tenaga kefarmasian melanggar peraturan

yang telah ditentukan dan pihak apotek dapat diberikan sanksi oleh Dinas
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Kesehatan sebagai instansi terkait yang bertanggung jawab dalam

pengawasan penyelenggaraan apotek.

Surat ljin Apoteker tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
terkait yang ada di daerah dengan terlebih dahulu seorang apoteker
mendapat rekomendasi dari Organisasi Profesi 1Al (lkatan Apoteker
Indonesia) barulah persyaratan diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk
ditanggapi dan diberi tembusan kepada pihak yang mengajukan sehingga

dengan itu dapat digunakan sebagai persyaratan penyelenggaraan apotek.

b. Pengawasan Periodik dan Terjadwal

Pengawasan periodik dan terjadwal yang dilakukan yaitu berupa
pengawasan langsung di lokasi apotek yang terjadwal, yang dilakukan
oleh Dinas Kesehatan dan bekerja sama dengan instansi—instansi lain
antara lain dari Dinas Perijinan, Satpol PP, Organisasi IAl, dan BBPOM.
Pengawasan ini sendiri dilakukan sebanyak 10 kali dalam setahun, dan
masa efektif pengawasan tersebut selama 10 bulan, dikarenakan pada
akhir tahun akan ada pembukuan terhadap hasil laporan dari pengawasan
yang dilakukan periodik dan terjadwal tersebut. Dalam jangka satu tahun
tersebut rata—rata dapat melakukan pengawasan terhadap 20 apotek yang
ada di Kabupaten Bantul.

Dalam setiap pengawasan langsung yang dilakukan terdapat berita
acara hasil pengawasan yang ditulis oleh semua instansi—instansi terkait
guna dikumpulkan dan dijadikan dalam satu bandel berita acara untuk

selanjutnya dibuat laporan dari hasil pengawasan periodik tersebut.
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Dari hasil berita acara itu kemudian dimasukkan kedalam arsip
pembukuan untuk rekomendasi penyelenggaraan apotek di tahun
selanjutnya dan bagi pengelola apotek—apotek yang bermasalah akan
mendapat pembinaan dari Dinas Kesehatan selama 3 bulan agar dapat
mengatasi permasalahan yang ada di apoteknya masing—masing.

c. Pengawasan Tinjauan Langsung Berdasarkan Laporan

Pengawasan tinjauan langsung berdasarkan laporan yaitu saat
terdapat laporan permasalahan dari instansi BBPOM atas pelanggaran
yang dilakukan sebuah apotek. Karena BBPOM mempunyai hak dan
kewajiban melakukan pengawasan terhadap semua hal yang bersangkutan
dengan peredaran dan pengedaran obat—obatan di masyarakat.

Atas rekomendasi dari BBPOM vyang dituangkan dalam berita
acara, Dinas Kesehatan dapat langsung menanggapi hal tersebut dengan
cara peninjauan langsung dan dapat pula melakukan penindakan langsung
di lokasi terhadap apotek pelanggar. Terlebih dahulu dinas kesehatan
mengundang semua pihak yang terkait dengan regulasi penyelenggaraan
apotek antara lain Dinas Perijinan, Satpol PP, Organisasi IAl, dan
BBPOM untuk datang langsung ke apotek bersangkutan guna melakukan

peninjauan langsung.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam kebijakan pengawasan
penyelenggaraan apotek menggunakan regulasi yang diatur di dalam peraturan

dari pemerintah dan juga dari daerah, yaitu antara lain:
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1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 992/MenKes/Per/XX/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan.

3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan.

Instansi—instansi yang terkait dalam pengawasan penyelenggaraan apotek

mempunyai tugasnya masing-masing, yaitu:

1) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah instansi utama yang
memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan apotek di kabupaten
Bantul. Sebagai pengawas utama tentu bukan perkara mudah untuk
mengawasi apotek yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten
Bantul, maka terkadang juga membutuhkan bantuan dari instansi
terkait yang lain untuk ikut mengawasi. Dikarenakan Dinas Kesehatan
mempunyai tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung
kepada Bupati dalam laporan hasil pengawasan yang dilakukannya
terhadap apotek—apotek yang tersebar di lingkup Kabupaten Bantul,
maka Dinas Kesehatan selalu berpesan agar senantiasa apotek yang

tersebar itu menaati segala peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah
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pusat maupun pemerintah daerah. Dikarenakan Dinas Kesehatan
adalah pihak yang bertugas menyebarkan dan menerapkan kebijakan
dari regulasi yang ada tersebut, maka setiap ada penindakan terhadap
apotek adalah tugas pokok bagi dinas kesehatan untuk mengikut
sertakan instansi lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat
berujung hal-hal yang tidak diinginkan.

2) Dinas Perijinan

Mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan apotek,
karena di dalam pengambilan keputusan terhadap boleh berdirinya
sebuah apotek dan juga tata cara dalam pelayanan dari apotek terhadap
masyarakat diatur dalam peraturan daerah yang di dalamnya terdapat
poin—poin yang bawasannya dinas perijinan adalah pihak yang dapat
mengeluarkan ijin operasi dari sebuah apotek.

Tanpa mendapat ijin dari Dinas Perijinan maka sebuah apotek
belum boleh melakukan operasional kerjanya, walaupun sudah
mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan tapi apabila
persyaratannya menurut Dinas Perijinan belum lengkap maka tetap
tidak boleh beroperasi. Serta dalam pembahasannya dinas perijinan
dan dinas kesehatan harus selalu menjalin komunikasi agar tidak
terjadi kesalah pahaman dalam memberikan proses perijinan terhadap
penyelenggaraan apotek. Maka dari itu Dinas Perijinan merupakan
unsur penting dalam pengawasan penyelenggaraan apotek di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
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3) Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)

Instansi satpol pp adalah satuan yang bertugas penting dalam
pengawasan penyelenggaraan apotek di lingkup Kabupaten Bantul,
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu aparatur
daerah karena satpol pp adalah pihak yang dapat melakukan tindakan
secara fisik di lapangan.

Peranan penting diambil satpol pp dalam pengawasan
penyelenggaraan apotek dalam hal penerapan sanksi—sanksi yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam hal menjatuhkan
sanksi yang berupa penutupan sarana apotek, baik itu yang
berlangsung dalam jangka waktu lama atau sementara.

Dibekali sebuah kewenangan yang luar biasa tersebut tentu satpol
pp harus bisa menjaga situasi tetap aman dan kondusif agar tidak
merugikan pihak—pihak lain yang tidak tersangkut dalam
permasalahan. Serta kewajiban satpol pp dalam penerapan hal-hal
yang terkait dengan penyelenggaraan apotek tetap melindungi hak dari
pihak yang bermasalah dengan instansi terkait.

Maka dari itu Satpol PP haruslah menjadi pihak yang netral di
dalam pemerintahan, agar dapat melakukan tugas dan fungsi utamanya
dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang menjadi dasar
perbuatannya sebagai aparatur daerah.

4) Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IKI)

37



Ikatan Apoteker Indonesia adalah organisasi tempat apoteker
seluruh Indonesia berkumpul yang berfungsi dalam melindungi hak
dan kewajiban seorang apoteker baik terhadap dirinya sendiri dan
terhadap pasien.

Apotek itu sendiri dikelola oleh seorang apoteker yang
berkompeten dalam bidangnya, agar dalam pemberian resep kepada
masyarakat atau pasiennya tidak menyalahi aturan yang ditetapkan.
Sebab saat ini di sekitar sering terjadi apoteker yang salah dalam
penanganan pemberian obat ataupun melakukan kesalahan—kesalahan
administratif di dalam sebuah apotek dan tak jarang apotek dan
apoteker tersebut kerap mendapat sanksi dari instansi terkait baik
berupa sanksi teguran dan tertulis.

Maka dari itu tugas dan fungsi IKI (lkatan Apoteker Indonesia)
untuk selalu memberi pembinaan dan masukan kepada seluruh
anggotanya agar dalam hal-hal yang mengenai pelayanan medis obat—
obatan tidak menyalahi aturan yang ada serta menjalankan hak dan
kewajiban apoteker dengan sebaik—baiknya.

Di Kabupaten Bantul sendiri ikatan apoteker Indonesia
menjalankan fungsinya dengan baik karena selalu berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan dinas kesehatan untuk selalu menjaga
kondusifnya penyelenggaran apotek yang terjadi di daerah. Dalam
memberikan rekomendasi untuk apoteker—apoteker baru yang

mengusulkan untuk mendapatkan rekomendasi surat ijin menjadi
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apoteker aktif tetap mengedepankan aspek kualitas dari seorang
apoteker dalam menjalankan pekerjaan di bidangnya.
5) BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)

Instansi BBPOM dalam menjalankan tugas mengawasi peredaran
obat—obatan di masyarakat tentu mempunyai tugas yang cukup berat.
Saat ini peredaran obat-obatan berbagai macam kemasan dan
bentuknya sehingga membuat tugas dari BBPOM semakin berat.

Seringkali Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam memberikan
sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan apotek, telah mendapat
rekomendasi terlebih dahulu dari BBPOM karena dalam menjalankan
tugas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bantul BBPOM
turun langsung ke lapangan guna mengecek kondisi yang ada dan
memperoleh bukti nyata terkait adanya pelanggaran dalan
penyelenggaraan apotek di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul.

Sebuah apotek tentu adalah sarana sebagai peredaran obat—obatan
yang utama saat ini , maka BBPOM bekerja sama dengan instansi yang
lain selalu mengawasi setiap pergerakan obat—obatan . Tidak jarang
ada obat yang mengandung psikotropika yang di pasaran tidak boleh
sembarang diedarkan. Obat-obat yang sudah tidak layak untuk
diedarkan atau kadaluarsa juga sering ditemukan oleh BBPOM di
apotek yang ada di Kabupaten Bantul. Karena tidak memiliki

kewenangan utama untuk menindak lanjuti temuan atas obat-obatan
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tersebut, terkadang BBPOM hanya dapat mengambil beberapa untuk

dijadikan bukti sampel dari pelanggaran yang terjadi.

Dalam pengawasan penyelenggaraan apotek, BBPOM mempunyai

tugas penting untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan apotek

yang diterima dari produsen obat atau masyarakat untuk nantinya

ditinjau langsung di lokasi untuk diketahui kebenarannya. Setelah

terdapat berita acara, maka dilanjutkan untuk di rekomendasikan

kepada dinas kesehatan sebagai instansi utama untuk melakukan

penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan apotek.

Dalam pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan apotek ada

beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bantul, yaitu:

1)

2)

Dana yang dimiliki oleh Dinas kesehatan Kabupaten Bantul
terbatas, sehingga  dalam pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan apotek yang dilakukan selama setahun hanya
mencakup 20 apotek, padahal jumlah apotek di Kabupaten
Bantul ada 115 apotek tersebar di seluruh kecamatan di
Kabupaten Bantul.

Untuk pelaksanaan di lapangan, SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) lainnya terkadang tidak bisa mengikuti karena sedang
memiliki agenda lain, sehingga dalam pelaksanaan lapangan
sering tertunda—tunda dan proses pengawasan yang dilakukan

terganggu.
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3) Dinas Kesehatan belum mempunyai PPNS (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil), tugas dari penyidik itu sendiri nantinya adalah
yang melakukan penindakan dari hasil temuan terhadap
pelanggaran pengawasan penyelenggaraan apotek. Dengan belum
adanya penyidik maka saat sudah ada temuan lapangan terhadap
pelanggaran masih harus diurus ulang di kantor dinas kesehatan,
baru berselang beberapa hari temuan tersebut dapat di tindak
lanjuti. Tentu hal seperti ini sangat mengganggu terhadap
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk ke
depannya mempermudah proses pengawasan Penyelenggaraan

apotek di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan,
pada Pasal 32 dijelaskan begitu pentingnya peran penyidik dan proses
penyidikannya, vyaitu: ‘“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan
dan perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku”. Maka dari itu sudah
selayaknya dari Dinas Kesehatan mengajukan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul untuk memilih dan menjadikan seseorang untuk

dijadikan seorang penyidik di Dinas Kesehatan guna keperluan di masa
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mendatang yang pasti terdapat pelanggaran yang lebih beragam dan

variatif.

Wewenang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam penyidikan

diatur pada Pasal 32 ayat (2) adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan
pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan
pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan
dan perizinan di bidang kesehatan.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
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6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan
perizinan di bidang kesehatan.

7) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa tanpa
memberi tahukan alasannya.

8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan.

9) Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa
sebagai tersangka atau saksi.

10) Menghentikan penyidikan, dan

11) Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan
perizinan di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat di

pertanggung jawabkan.

Penyidik  sebagaimana  dimaksud dalam hal tersebut
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Apotek di

Kabupaten Bantul

43



Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan dalam pengaturan
pengawasan penyelenggaraan apotek dan dilanjutkan dengan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan apotek di Kabupaten Bantul, maka dapat dibuat

analisis dari pelaksanaannya di lapangan.

Dinas Kesehatan dalam menetapkan regulasi dalam pengawasan
penyelenggaraan yang dilakukannya terhadap apotek di seluruh wilayah
Kabupaten Bantul telah membuat perubahan yang baik dengan selalu
menerapkan regulasi tetap berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur yaitu
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan.

Dalam menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dinas kesehatan telah
melakukannya dengan bagus karena sudah semakin menekan pelanggaran
yang dilakukan oleh apotek dalam penyelenggaraan apotek. Walaupun dengan
mengalami kendala-kendala yang banyak, pekerjaan di lapangan atau di
kantor dilakukan dengan baik serta dalam pengawasannya tetap saling
berkoordinasi dengan instansi lain agar pengawasan yang dilakukan lebih
menyeluruh dan menyebar hingga ke pelosok desa. Pengawasan yang
dilakukan dinas kesehatan kedepan akan lebih diperketat dan pembuatan izin
baik apotek atau tenaga kefarmasiannya lebih dipertegas untuk menekan
pihak-pihak yang masih kurang kompeten di dalam bidangnya yang

bersangkutan dengan kegiatan apotek.
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B. Sanksi Pelanggaran dalam Pengawasan Penyelenggaraan Apotek di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berbagai jenis pelanggaran dalam pengawasan penyelenggaraan
apotek di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tentu mempunyai
konsekuensi masing—masing tergantung beban pelanggaran yang ada di dalam

peraturan yang digunakan.

Penjatuhan sanksi—sanksi tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah
serta Peraturan Bupati di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sanksi yang
dijatuhkan berdasarkan dengan seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh
apotek. Semakin apotek melakukan pelanggaran lebih berat tentu sanksinya
akan memberatkan apotek. Dengan adanya suatu sanksi dimungkinkan akan
memberi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan untuk tidak

melakukannya kembali.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan
dijelaskan bahwa ketentuan dari pelayanan kesehatan apotek pada Pasal 6 ayat

(4) terdiri dari:

1. selama pelayanan apotek harus ada apoteker,

2. wajib membuat laporan obat-obatan narkotika, psikotropika dan
obat generik berlogo,

3. menyelenggarakan  pelayanan  sesuai  kompetensi  dan

kewenangan tenaga kefarmasian,
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4. apotek diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan
melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan,

5. dilarang menditribusikan obat dan alat kesehatan yang tidak
memiliki izin edar,

6. dan melayani sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Selayaknya semua apotek di Kabupaten Bantul mentaati peraturan
yang telah dibuat tersebut, untuk mendukung kemajuan pelayanan
kesehatan apotek terhadap pasien atau masyarakat di luar sana. Selain akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap apotek itu sendiri, juga
akan menambah kualitas yang dimiliki apotek dalam melayani permintaan
obat-obatan dari pasien yang memerlukan bantuannya, sehingga rasa
kepercayaan atas apotek tersebut akan tumbuh dan menjadikan

keuntungan tersenditi bagi kegiatan apotek.

Persyaratan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9
Tahun 2013 pada Pasal 26 menyebutkan kewajiban yang diberikan

pelayanan kesehatan berupa:

1. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis
kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

2. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan

kesehatan,
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. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan
harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya,
. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan
diketahui oleh umum,
. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada
Kepala Dinas,
. menyimpan rahasia kedokteran bagi semua pihak yang terlibat
dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan
informasi tentang pasien,
. melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan perundang-
undangan,
. melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pelayanan di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai
dengan ayat (15), Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dan
Pasal 8.
. mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai
berikut :

a. masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;

b. pindah alamat tempat pelayanan;

c. kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikat

berubah;
d. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan

e. izinnya karena suatu alasan tertentu.
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10. menjalankan usahanya paling sedikit selama 3/5 (tiga per lima)
masa berlaku perizinan secara berturut-turut
11. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan menjamin mutu
pelayanan dengan cara:
a. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu
pelayanan; dan
b. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga
independen yang berkompeten di bidang mutu
pelayanan kesehatan secara berkala.
12. Pelaksanaan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf k

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pada Pasal 28 mengenai pemegang perizinan dilarang melakukan:

1. mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak
lain.

2. melaksanakan pelayanan di luar kompetensi dan kewenangannya,

3. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang
dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

4. mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja
atau izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

5. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pelayanan kesehatan.
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Dengan adanya ketentuan dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan

kesehatan tersebut maka dibuat adanya sanksi, sesuai yang tertera pada

Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2013

tentang Pelayanan dan perizinan di Bidang Kesehatan, yaitu:

1.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 (Ketentuan Kewajiban
Penyelenggaraan Apotek) dan Pasal 28 (Pemegang Pizininan
Apotek) dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) berupa:
a. Teguran.
b. Peringatan Tertulis.
c. Pembekuan lIzin dan Kegiatan,
d. Pencabutan lzin.
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan perizinan

dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Namun terdapat sanksi tambahan yang dijelaskan pada Peraturan Bupati

Bantul Nomor 77 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan
Perizinan di Bidang Kesehatan yaitu pada Pasal 30 ayat (5) “ Dalam keadaan

tertentu dan dipandang perlu, Dinas Kesehatan dapat memerintahkan
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penghentian kegiatan bagi pemegang izin tanpa didahului tindakan

administrasi.

Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu saat apotek mendapat sanksi
baik teguran atau tertulis yang setiap akan ada sanksi yang lebih berat
diberikan SP ( Surat Peringatan) sebelumnya, namun untuk beberapa kondisi
yang memang diperlukan, Dinas Kesehatan diberi kewenangan untuk

langsung melakukan pembekuan izin atau pencabutan kegiatan.

Di atas adalah hasil dari penjabaran penelitian yang telah dilakukan
mengenai sanksi pelanggaran dalam penyelenggaraan apotek berdasarkan
peraturan di pemerintah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan
Perizinan di Bidang Kesehatan dan Peraturan Bupati Bantul Bantul Nomor
77 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang

Kesehatan.

Namun, pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul terhadap pelanggaran dalam pengawasan penyelenggaraan
apotek terkadang terdapat perbedaan, tetapi tetap berlandaskan pada regulasi
dari peraturan—peraturan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
yaitu tetap berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang

Kesehatan.
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Sebagai contoh sebelum membahas mengenai penerapan sanksi yang
dilakukan Dinas Kesehatan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran
dalam penyelenggaraan apotek, peneliti melakukan wawancara dengan
menggunakan kuisioner kepada salah satu Apotek di Kabupaten Bantul yang

pernah bermasalah.

Untuk melindungi privasi dari pihak apotek, maka disebut saja sebagai
Apotek X yang berlokasi di sekitar Kabupaten Bantul Kota. Pemilihan apotek
yang bersangkutan karena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh apotek
terkait selama 2 kali yaitu pada Februari 2015 dan Januari 2016. Apotek

tersebut melakukan pelanggaran pertama pada Februari 2015 berupa:

1. Ditemukan beberapa obat ED yang diletakkan di rak pelayanan
seperti : Ursolic 250 ED Feb 2014 ; Prorenal ED Mei 2013

2. Sebagian obat ED penyimpanannya bercampur dengan obat
lain dan belum dibuat daftar obat ED.

3. Melayani permintaan obat dari apotek Nilau, Bantul dengan
blangko surat pesanan yang disediakan oleh apotek X, blangko
surat pesanan tidak dilengkapi identitas nama dan alamat
apotek pemesan dan sebagian tidak ada tanda tanga, nama,

serta cap apotek pemesan.

Sesuai dengan peraturan maka hal tersebut melanggar Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Perubahan

Atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia ~ Npmpr
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922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Apotek Pasal 12 ayat 1 : Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan

menyerahkan Sediaan Farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin.

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul memberikan sanksi administrasi berupa Peringatan kepada
apotek tersebut. Selain pelanggaran pada Februari 2015, Apotek X melakukan

pelanggaran kedua pada Januari 2016 berupa :

1. Pencatatan mutasi keluar masuk obat untuk pelayanan tidak
tertib sehingga tidak sesuai dengan fisik obat.

2. Belum dilakukan pemeriksaan terhadap nomor bets obat yang
diterima, beberapa nomor bets obat tidak sesuai dengan faktur.

3. Penyerahan psikotropika antar apotek belum dilengkapi dengan
tanda terima, hanya berupa nota tanpa tanda tangan penerima

dan yang menyerahkan.

Sesuai dengan peraturan maka hal itu melanggar:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika: Pabrik obat, PBF, Sarana Penyimpanan
Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, RS, Puskesmas, BP, Dokter,
Lembaga Penelitian dan atau lembaga Pendidik, wajib membuat dan
menyimpan catatan mengenai kegiatan masing—masing yang

berhubungan dengan Psikotropika.
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2. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik Bab II.
G. Pencatatan dan Pelaporan:

a. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan
farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis pakai
meliputi pengadaan (surat pesanan,faktur), penyimpanan (kartu
stock), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan

lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten

Bantul memberikan sanksi berupa Peringatan kepada apotek X tersebut.

Tingginya angka pelanggaran yang dilakukan kembali mendorong Dinas
Kesehatan untuk terus melakukan pengawasan terhadap apotek-apotek di
Kabupaten Bantul dan terus memberi sanksi yang setimpal dengan setiap jenis
pelanggaran dalam penyelenggaraan apotek, agar tidak terulang terus menerus

pelanggaran yang sama dan dilakukan oleh apotek itu.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan apotek di
Kabupaten Bantul saat ini mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
di Bantul. Sanksi—sanksi tersebut diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada apotek
pelanggar dengan berdasarkan beban pelanggaran yang dilakukan, berat atau
tidaknya pelanggaran tersebut. Peneliti dalam hal ini akan membahasnya satu
persatu sanksi yang ada berdasarkan dengan alasan pemberian sanksi tersebut dan

contoh penerapannya yang telah dilakukan terhadap apotek—apotek yang ada di
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Kabupaten Bantul berdasarkan data—data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan
Kabupaten bantul sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam

pemberian sanksi—sanksi tersebut.

1. Sanksi Peringatan

Sanksi Peringatan adalah sanksi yang diberikan kepada
pengelola apotek dan apoteknya karena melakukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan dan persyaratan Yyang telah
ditentukan dalam izin penyelenggaraan apotek. Namun
pelanggaran tersebut baik secara tata pengelolaannya maupun
secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum pula
memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat atau pasien
dari apotek. Sanksi peringatan tentu mempunyai berat pelanggaran
yang tidak terlalu besar, tetapi tetap ada konsekuensi yang harus
diterima oleh apotek karena telah melakukannya.

Pelanggaran yang dapat menjadikan diberikannya sanksi
peringatan antara lain:

a. Tidak menunjuk apoteker pendamping pada waktu apoteker
pengelola apotek (APA) tidak bisa hadir pada jam buka
apotek.

b. Mengubah denah apotek tanpa izin. Tidak ada
pemberitahuan kepada suku dinas kesehatan setempat.

C. Menjual obat pada daftar G kepada yang tidak berhak. Obat

dengan daftar G yang dimaksud adalah daftar obat keras.
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d. Menyimpan obat rusak, tidak mempunyai penandaan atau
belum dimusnahkan. Termasuk obat yang dikategorikan
expired date atau daluarsa. Obat—obatan di atas tidak berhak
sebuah apotek menyimpan atau mendistribusikannya kepada

pasien atau masyarakat.

Salah satu sanksi Peringatan berdasarkan data Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul pada bulan April 2015 kepada Apotek P K (Inisial)

yang terletak di Jalan Samas, Bantul yaitu:

Berdasarkan:

1. Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor :
IN. 01. 04. 96. 964. 03. 15. 2174 tanggal 17 Maret 2015 perihal Usul
Peringatan.

2. Hasil pemeriksaan setempat oleh Petugas Balai Besar Pengawas Obat
dan makanan Yogyakarta pada tanggal 03 Maret 2015 di Apotek P K

(Inisial), Jalan Samas Bantul.

Telah ditemukan pelanggaran administrasi pengelolaan Psikotropika tidak

tertib sebagai berikut:

1. Sebagian besar melayani resep dokter Paulus Andrian, yang praktek di
apotek dan di daerah Celep (8 km dari apotek). Penyerahan obat ke
tempat praktik di Celep sejak akhir 2014 tidak di lengkapi dengan

bukti serah terima obat.
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2. Belum dilakukan penilaian kewajaran/rasionalitas terhadap pelayanan
resep psikotropika (Danalgin, Proneuron) maupun obat keras tertentu
(Heloperidol, Clorpromazin, Triheksipenidil) dalam jumlah besar oleh
dokter Paulus Adrian.

3. Belum dilakukan kontrol terhadap kemungkinan pengulangan resep

sebelum obat habis.

Maka hal itu melanggar:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata cara pemberian Izin Apotek Pasal 12
ayat (1): Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan
menyerahkan Sediaan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya
terjamin,

2. Pasal 21 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian: Dalam menjalankan praktek
kefarmasian pada fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus
menerapkan standar pelayanan kefarmasian dan ayat (2)
Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter
dilaksanakan oleh Apoteker,

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/MenKes/SK/1X/2004
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Bab I,

Pelayanan Resep, yaitu (1.1) Skrining resep, yang meliputi (1.1.1)
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Persyaratan Administrasi, (1.1.2) Kesesuaian Farmasetik, dan (1.1.3)

Pertimbangan Klinis.

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut dan berdasarkan pedoman
kriteria tindak lanjut pelanggaran perundang-undangan apotek, maka

diberikan sanksi administrasi berupa Peringatan, untuk selanjutnya:

1. Agar penyerahan obat ke tempat praktek dilengkapi dengan bukti serah
terima obat.

2. Agar dilakukan penilaian kewajaran/rasionalitas terhadap pelayanan
resep psikotropika (Danalgin,Preneuron) maupun obat keras tertentu
Heloperidol, Clorpromazin, Triheksipenidil) dalam jumlah besar dari
dokter Paulus Adrian.

3. Agar dilakukan pengontrolan resep obat terhadap kemungkinanan
pengulangan resep sebelum obat habis.

4. Apabila pada pemeriksaan berikutnya masih ditemukan pelanggaran

yang sama, maka akan kami berikan sanksi lebih lanjut.

2. Sanksi Peringatan Keras

Sanksi peringatan keras adalah sanksi yang diberikan terhadap
pelanggaran yang dianggap berdasarkan ketentuan berat dan ringan
pelanggaran, sudah memenuhi unsur perbuatan pelanggaran besar.
Pelanggaran membuat efek negatif baik pelayanan terhadap pasien

ataupun dalam administrasi apotek itu sendiri. Pelanggaran yang terjadi
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juga bisa dikarenakan tidak menindaklanjuti sanksi peringatan sebelumnya

yang kemudian dilakukan pemeriksaan berikutnya.

Pelanggaran yang menjadikan apotek terkena sanksi peringatan

keras antara lain:

a. Melayani resep yang tidak jelas dokternya. Nama. Surat
Izin Kerja (SKA) dan alamat praktek dokter yang tidak
terlihat jelas di bagian kepala resep. Jika resep semacam
ini dilayani maka ini termasuk suatu tindakan
pelanggaran.

b. Salinan resep yang tidak ditandatangani oleh Apoteker,
sebagai penanggung jawab teknis, apoteker wajib
menandatangani salinan resep dari resep asli, untuk
dapat memonitor sejauh mana pemakaian dan obat apa
saja yang dimasukkan dalam salinan resep.

C. Melayani salinan resep narkotika dari apotek lain.
Dalam peraturan narkotika, resep yang berasal dari
apotek lain dengan permintaan sejumlah obat narkotika
diperbolehkan asalkan memenuhi syarat berupa surat
keterangan dari apoteker pengelolan tersebut bahwa
akan mempergunakan obat narkotika untuk keperluan
obat dan resep yang sifatnya cito atau butuh cepat.

d. Lemari narkotika tidak memenuhi syarat. Penyimpanan

narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
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Tahun 2009 adalah menyimpan sediaan dalam lemari
terkunci, terpisah dengan obat keras lainnya.

e. Resep narkotika tidak dipisahkan. Prosedur standar
yang harus beberapa apotek dan tenaga kefarmasian
sudah ketahui, salah satunya untuk mempermudah
dalam membuat Laporan narkotika.

f. Buku narkotika tidak di isi atau tidak bisa di lihat atau
di periksa. Hal teknis seperti ini sudah harus dapat di
hindari dan di perbaiki, karena jika hal ini terjadi maka
akan mempersulit administrasi dari apotek tersebut
dalam pengelolaan apotek.

g. Tidak mempunyai atau mengisi kartu stok hingga dapat

diketahui dengan jelas asal usul obat tersebut.

Salah satu Sanksi Peringatan Keras berdasarkan data Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantul pada Bulan April 2015 kepada Apotek S

(Inisial) yang berupa:

Berdasarkan:

1. Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Nomor :
IN. 01. 04. 96. 964. 03.15.2185 tanggal 17 Maret 2015 perihal Usul

Peringatan Keras.
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2. Hasil pemeriksaan setempat oleh Petugas Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan Yogyakarta pada tanggal 03 Maret 2015 di Apotek S ,

Jalan Parangtritis Sewon Bantul.

Telah ditemukan pelanggaran administrasi pengelolaan psikotropika tidak

tertib sebagai berikut:

1. Pengarsipan dokumen pengadaan (faktur penerimaan) masih
bercampur dengan faktur obat lain dan kurang rapi.

2. Terdapat pengadaan Valisanbe 5mg sebanyak 5 (lima) box tertanggal
31 Januari 2015 belum dicatat dalam buku penerimaan. Pencatatan
pada kartu stok belum dilengkapi nomor bets.

3. Sebagian besar melayani resep dokter praktik di klinik Griya Sehat
Lansia (GSL) dan dokter Soedarma (dokter BPJS) yang tidak lengkap
(tidak ada tanggal resep) sehingga antara tanggal resep dan pelayanan
tidak sinkron dan sulit tertelusur.

4. Bukti pelayanan psikotropika berupa resep dokter tidak sesuai dengan
catatan pada kartu stok, misalnya pada tanggal 16 februari 2015,
berdasarkan kartu stok ada pengeluaran Analsik sebanyak 100
(seratus) tablet ke klinik Griya Sehat Lansia (GSL) namun bukti resep

yang ada hanya 80 (delapan puluh) tablet.

Maka hal tersebut melanggar:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika: Pabrik obat, PBF, Sarana Penyimpanan
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Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, RS, Puskesmas, BP, Dokter,
Lembaga Penelitian dan atau lembaga Pendidik, wajib membuat dan
menyimpan catatan mengenai kegiatan masing—masing yang
berhubungan dengan Psikotropika.

2. Pasal 21 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian: Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada
fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar
pelayanan kefarmasian dan ayat (2): Penyerahan dan pelayanan obat
berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/MenKes/SK/IX/2004
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Bab IlI, Pelayanan
Resep, yaitu (1.1) Skrining resep, yang meliputi (1.1.1) Persyaratan
Administrasi, (1.1.2) Kesesuaian Farmasetik, dan (1.1.3) Pertimbangan

Klinis.

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut dan berdasarkan pedoman
kriteria tindak lanjut pelanggaran perundang-undangan apotek, maka
diberikan sanksi administrasi berupa Peringatan Keras, untuk

selanjutnya:

1. Agar pengarsipan dokumen pengadaan (faktur penerimaan) di pisah
dengan faktur obat lain dan di tertibkan.
2. Agar pengadaan obat di catat dalam buku penerimaan obat dan dicatat

pada kartu stok obat serta di lengkapi nomor bets.
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3. Agar resep dari dokter praktek di Klinik Griya Sehat Lansia (GSL) dan
dokter Soedarma (dokter BPJS) di lengkapi tanggal resepnya agar
dapat mensinkronisasikan pelayanannya sehingga mudah ditelusuri.

4. Agar bukti pelayanan psikotropika berupa resep dokter di sesuaikan
dengan catatan kartu stok.

5. Apabila pada pemeriksaan berikutnya masih ditemukan pelanggaran

yang sama, maka akan kami berikan sanksi lebih lanjut.

3. Sanksi Penutupan Sementara

Sanksi Penutupan sementara dalam penyelenggaraan apotek sudah
merupakan suatu pelanggaran dalam Kkriteria berat berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Sanksi tersebut tentulah sudah menyalahi peraturan dan
merugikan pasien atau masyarakat yang menjadi pihak yang menerima obat—
obatan yang diedarkan oleh pihak pengelola apotek. Pelanggaran tersebut tentu
dilakukan sengaja dikarenakan pelanggaran tersebut telah dikondisikan dalam
kegiatannya agar tidak diketahui oleh pasien atau masyarakat diluar sehingga

tampak seperti melakukan kegiatan apotek biasa.

Pemberian kriteria berat dalam pelanggaran penyelenggaraan apotek

meliputi:

1. Melakukan kegiatan tanpa ada tenaga teknis farmasi. Kegiatan ini
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh

terjadi dan dilakukan, karena komoditi dari sebuah apotek salah
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satunnya adalah obat, dimana obat ini dalam peredarannya diatur
dalam perundangan yang berlaku.

2. Terlibat dalam penyaluran atau penyimpangan obat palsu dan gelap.
Peredaran obat gelap yang dimaksud adalah yang tergolong obat dari
Narkotika dan Psikotropika.

3. Pindah alamat apotek tanpa izin., karena dalam pengajuan izin apotek
telah dicantumkan denah dan alamat lokasi.

4. Menjual Narkotika tanpa resep dokter. Ini adalah pelanggaran yang
jarang terjadi, namun pernah terjadi di salah satu apotek di Kabupaten
Bantul.

5. Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam penyaluran
obat kepada pihak yang tidak berhak dalam jumlah besar. Selain dari
merusak pasar, kegiatan seperti ini akan mengacaukan system
peredaran obat baik di apotek, distributor, maupun pabrik. Akibat yang
mungkin ditimbulkan adalah kesulitan konsumen untuk memilih obat
mana yang baik dan benar karena banyaknya obat yang beredar.

6. Tidak menunjuk Apoteker pendamping atau Apoteker pengganti pada

waktu Apoteker Pengelola Apotek (APA) keluar daerah.

Penutupan sementara sebuah apotek merupakan sebuah indikasi bahwa
apotek tersebut telah menerapkan standar prosedural yang salah dalam
penyelenggaraan apotek, tentulah akan lebih baik apabila masyarakat waspada

terhadap apotek tersebut karena bukan tidak mungkin perbuatan tersebut
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(Pelanggaran Penyelenggaraan Apotek) dapat dilakukan kembali oleh pengelola

apotek dengan dalih yang berbeda untuk mengelabuhi masyarakat atau pasien.

Dalam sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan apotek, penutupan
sementara bukanlah sanksi terberat, karena apabila pengelola melakukan
kesalahan yang sama kedua kalinya atau bahkan lebih berat, Pihak—pihak terkait
dapat memberikan sanksi penutupan dalam jangka waktu yang belum ditentukan.
Sebab apabila hal itu terjadi dapat pula dijadikan bahan untuk mempidanakan

apotek dan pengelola apotek.

Namun beruntung di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam
pengawasannya saat ini tidak menemukan indikasi dari perbuatan tersebut, hanya
beberapa apotek yang mendapatkan sanksi berupa penutupan sementara dan
itupun langsung di tindak lanjuti oleh pengelola apotek untuk menyelesaikan
permasalahan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan apotek. Apabila suatu
penutupan sementara tidak dilakukan tindak lanjut tentu akan mendapat sanksi
yang lebih berat lagi yaitu penambahan jangka waktu penutupan sementara atau
penutupan dalam jangka waktu yang belum ditentukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul.

Salah satu penutupan sementara apotek di Kabupaten Bantul berdasarkan
data yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengeluarkan surat pada

bulan April 2015 yang diberikan kepada Apotek F.S (Inisial). yaitu:

Bardasarkan:
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1. Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor :
IN.01.0.96.964.03.15.2173. tertanggal 17 Maret 2015 perihal usul
penutupan sementara kegiatan;

2. Hasil pemeriksaan setempat oleh Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan
makanan Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 2015 di Apotek F.S JL.
Parangtritis Km 21 Pundong Bantul; telah ditemukan penyerahan obat
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

a. Berdasarkan data penyaluran PBF PT Merapi Utama Pharma pada
periode Januari hingga 10 Februari 2015, Apotek F.S telah
melakukan pengadaan obat—obatan yang sering disalahgunakan
jenis Thihexyphenidil (THP) dengan merk Hextmer tablet dan
Arkine tablet sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) tablet;

b. Tidak dilakukan pengarsipan terhadap dokumen pengadaan obat —
obatan tersebut, baik faktur penerimaan dari PBF maupun arsip
surat pesanan dari apotek;

c. Tidak dilakukan pencatatan-pencatatan penerimaan maupun
pengeluaran khusus untuk obat tersebut dan tidak tersedia kartu
stok;

d. Pada saat penerimaan obat telah habis dan tidak ada bukti
pengeluaran obat yang sah, berupa resep dokter maupun surat

pesanan dari sarana pelayanan kesehatan lain.

Hal tersebut telah melanggar:
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Keputusan Menteri  Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
1332/MenKes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MenKes/Per/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Pasal 12
ayat (1) yang berbunyi: Apoteker berkewajiban menyediakan,
menyimpan, dan menyerahkan sediaan farmasi yang bermutu baik
dan yang keabsahannya terjamin.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada
Pasal 21 ayat (1): Dalam menjalankan praktek kefarmasian dan ayat
(2): Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter
dilaksanakan oleh Apoteker.

Keputusan Menteri  Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
1027/MenKes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
Apotek pada Bab Ill.1. Pelayanan Resep, yaitu (1.1) Skrining resep
yang meliputi (1.1.1) Persyaratan Administrasi; (1.1.2) Kesesuaian

Farmasetik dan (1.1.3) Pertimbangan Klinis.

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, maka dengan itu Dinas

Kesehatan Kabupaten Bantul memberikan Rekomendasi kepada Kepala Dinas

Perijinan Kabupaten Bantul untuk memberikan tindak lanjut sanksi berupa

Penutupan Sementara kegiatan kepada Apotek tersebut.

Surat yang berisi rekomendasi penutupan sementara berbeda dengan surat

sanksi yang berupa sanksi peringatan dan peringatan keras, disebabkan dalam

penutupan sebuah kegiatan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul,
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Dinas Perijinan yang berhak untuk membuka dan menutup kegiatan terutama
yang menyangkut dengan hubungan masyarakat luas. Setelah surat rekomendasi
dari Dinas Kesehatan masuk dan diterima oleh Dinas Perijinan, barulah akan
dibuat surat tembusan balik untuk proses penutupan apotek yang melibatkan
antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol
PP), lIkatan Apoteker Indonesia, dan juga Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan Yogyakarta.

Selama masa penutupan sementara tersebut, pengelola diberikan waktu
dan keleluasaan untuk dapat kembali mengaktifkan kegiatan apoteknya dengan
mengurus persyaratan serta mengikuti bimbingan mengenai penyelenggaraan
apotek. Saat mengikuti pembinaan tersebut juga diwajibkan untuk membuat
prososal seperti layaknya mengikuti sebuah seminar atau penelitian yang berisikan

materi dalam proses pembinaan tersebut.

Dalam kasus seperti yang ada tersebut, berdasarkan data yang dijabarkan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul karena kurangnya pengawasan yang di
lakukan terhadap apotek menjadi kendala utama dengan beberapa alasan yang
antara lain kekurangan dana dari Pemerintah Daerah untuk operasional ke lokasi—
lokasi apotek yang tersebar hingga ke pelosok dan desa, kemudian disebabkan
juga karena tidak ada seorang penyidik yang ditunjuk dan diberikan tanggung
jawab oleh pemerintah daerah dalam menanggapi adanya berbagai pelanggaran
dalam pengawasan penyelenggaraan aopotek di Kabupaten Bantul yang
sebenarnya berpotensi menuju kearah kriminalitas dengan mengedarkan obat—

obatan yang tergolong ke dalam narkotika dan psikotropika. Apabila pemerintah
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daerah sebagai pelaksana tugas dalam menerapkan peraturan perundang—
undangan tidak berjalan dengan baik dikhawatirkan pelanggaran dalam

pengawasan penyelenggaraan apotek masih akan terus terjadi.

Dengan adanya pergantian pejabat selayaknya dapat memberikan angin
segar agar pelanggaran—pelanggaran tidak terjadi terus menerus dan dapat
meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu apotek yang ada di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul kedepannya.
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